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Abstrak 

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Developer dan Konsumen Rumah 

Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project Selling di Indonesia (Analisis 

Putusan Pengadilan Tinggi No. 91/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Niaga 
No.66/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)” ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus 

yang terjadi dalam transaksi jual beli rumah susun khususnya apartemen dengan sistem 

pre project selling. Penjualan dengan sistem pre project selling banyak diminati 
konsumen karena pembangunan dilakukan pada lokasi yang strategis dan harga unit 

yang ditawarkan lebih terjangkau. Kasus yang terjadi banyak dilatarbelakangi oleh 

belum dibangun atau tidak selesainya pembangunan apartemen yang ditawarkan 

sehingga cenderung menjadikan konsumen sebagai pihak yang paling dirugikan. Dalam 
penelitian ini, permasalahan penelitian terdiri dari: (1) Bagaimana pengaturan pre 

project selling di Indonesia? (2) Bagaimana  tanggung jawab developer terhadap 

konsumen rumah susun dengan sistem pre project selling di Indonesia berdasarkan 
analisis dua putusan?(3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap developer 

dan konsumen rumah susun yang tertuang dalam pre project selling di Indonesia 

berdasarkan analisis dua putusan? (4) Bagaimana pengaturan pre project selling dimasa 
mendatang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan 

menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, pendekatan kasus. Dari penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: (1) Pengaturan pre project selling saat ini diatur dalam KUH Perdata, 
Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Rumah Susun, 

Perlindungan Konsumen serta Permen PUPR tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan 

Jual Beli Rumah, (2) Pada analisis putusan pertama diketahui bahwa perlindungan 
hukum dan tanggung jawab hukum konsumen dan developer telah berjalan dengan baik 

karena hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan konsumen, (3) Pada putusan 

kedua, perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum terhadap developer telah 
berjalan dengan baik namun tidak bagi konsumen karena gugatan konsumen ditolak 

karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan PKPU, (4) Konsep pengaturan pre 

project selling dimasa mendatang dapat mencontoh negara Singapura dengan 

menerapkan pengaturan berbasis online yang tersistem dan terintegrasi, pembuatan 
peraturan perundang-undangan terkait pre project selling yang lengkap dan jelas serta 

pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Dalam penelitian ini, Peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa secara keseluruhan perlindungan hukum dan tanggung jawab 
hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat telah berjalan dengan baik dan  seharusnya 

peraturan perundang-undang yang dibuat nantinya dapat lebih jelas, lengkap dan tegas 

serta dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. 

 Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Developer, Konsumen, Rumah Susun, Pre Project 

Selling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

 

Manusia secara umum memiliki 3 kebutuhan pokok yang terdiri dari 

sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Bisnis 

dibidang properti merupakan bisnis yang berupaya untuk memenuhi 

kebutuhan papan masyarakat1. Dalam perkembangannya bisnis properti 

banyak diminati dalam beberapa tahun terakhir. Adanya keinginan 

masyarakat untuk memiliki hunian sendiri serta paradigma kepemilikan 

properti sebagai bentuk investasi2 karena kecenderungan dari nilai properti 

yang terus naik dari tahun ke tahun membuat tingkat penjualan dibidang 

properti terutama pada sejumlah perumahan dan apartemen masih cukup 

tinggi dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan3. 

                                                             

1 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2017, Hukum Bisnis Properti di Indonesia, Jakarta: 

Grasindo, hal. 1. 
2 Keuntungan yang diperoleh dari investasi properti disampaikan oleh Ida Bagus Ascharya 

Prabawa, menguraikan kelebihan investasi properti sebagai berikut: a. Kenaikan harga dari tahun 

ke tahun cenderung stabil diatas inflasi, deposito, maupun emas. Persentase kenaikan rata-rata 

berkisar 15-25% per tahun tergantung lokasi properti tersebut dan harga saat ini. b. Bisa 
memberikan pemasukan pasif bila disewakan. c. Dapat dijamin ke bank untuk meminjam sejumlah 

dana. d. Properti merupakan jenis investasi yang memberikan kita kendali diatasnya.  Ibid., Hal  9. 
3 Matius Jusuf menyatakan secara optimis bahwa tahun 2013-2020 merupakan masa yang 

diramalkan akan menjadi booming dalam bisnis properti di Indonesia, berdasarkan indikasi-

indikasi sebagai berikut: a. Orang kaya di Indonesia diyakini lebih percaya pada properti daripada 

saham, obligasi dan reksadana. b. Properti selalu diterima sebagai agunan oleh institusi perbankan. 

c. Return properti di Indonesia yang  jauh lebih tinggi daripada return properti di luar negeri. d. 

Rencana redominasi rupiah pada akhirnya akan tetap meningkatkan inflasi. Kecenderungan orang 

yang memiliki sejumlah cash ditangannya adalah mencari instrumen investasi yang paling aman 

dan dapat diandalkan. Properti adalah pilihan. e. Perubahan perundang-undangan yang akan 

mengizinkan masuknya warga negara asing sebagai pemilik properti di Indonesia. Ibid., Hal. 8 



 

Besarnya potensi dalam bidang properti mendorong munculnya banyak 

developer. Namun, karena adanya keterbatasan lahan4 untuk pembangunan  

membuat para developer harus berfikir lebih untuk tetap dapat 

mengembangkan bisnisnya dalam keterbatasan tersebut. Pembangunan rumah 

susun menjadi pilihan banyak developer untuk mengatasi keterbatasan 

tersebut. Rumah susun memiliki banyak jenis dan apartemen merupakan 

salah satu jenis dari rumah susun. Apartemen banyak dibangun pada kota-

kota besar karena keterbatasan lahan pemukiman dan tingginya permintaan 

masyarakat terhadap hunian. Apartemen menjadi salah satu model hunian 

yang diminati karena biasanya dibangun pada lokasi yang strategis dan 

harganya lebih terjangkau dibanding rumah pada umumnya5.  

Alasan-alasan diatas membuat banyak developer yang tertarik untuk 

membangun apartemen, sehingga hal ini membuat tingkat persaingan antar 

developer menjadi sangat tinggi6. Untuk menghindari kerugian jika unit yang 

dibangun kurang diminati, maka banyak developer yang menjalankan cara 

pemasaran dengan metode pre project selling.  

Pre project selling adalah suatu sistem penjualan yang dilakukan oleh 

para developer berupa konsep atau gambar sebelum properti yang dijual 

                                                             

4 Meskipun tanah yang  tersedia semakin berkurang, permintaan atas properti akan cenderung 

bertambah. Kecenderungan peningkatan permintaan atas properti yang berjalan seiring dengan 

bertambahnya penduduk dan menyempitnya lahan (terutama di wilayah perkotaan) juga 

dipengaruhi oleh faktor keuntungan yang ditawarkan dalam bisnis properti. Andika Wijaya dan 

Wida Peace Ananta, Op. Cit., Hal. 7. 
5 Lintang Yudhantaka, 2017, “Keabsahan Kontrak Jual Beli Rumah Susun Dengan Sistem 

Pre Project Selling”, Yuridika, Vol 32, Nomor 1, Hal 84-85, Januari, Surabaya: Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga. 
6 Purbandari, 2012, “Kepastian Dan Perlindungan Hukum Pada Pemasaran Properti Dengan 

Sistem Pre Project Selling”, Majalah Ilmiah Widya, Tahun 29, Nomor 320, Hal 12, Mei, Jakarta: 

Kopertis Wilayah 3 Jakarta. 



 

selesai dibangun. Sistem pre project selling banyak digunakan para developer 

perumahan untuk menarik minat konsumen melalui gambar atau konsep agar 

membuat properti cepat terjual tanpa menunggu properti tersebut terwujud. 

Pre project selling juga merupakan salah satu tes pasar apakah properti 

tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. 7 

Banyak orang yang tertarik untuk membeli hunian apartemen dengan 

sistem pre project selling dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah. 

Disamping harga yang lebih terjangkau, biasanya para calon konsumen juga 

mendapatkan bonus-bonus berupa alat elektronik atau diikutsertakan dalam 

undian dengan nilai hadiah yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta 

rupiah8. Selain itu adanya fasilitas kredit kepemilikan rumah membuat 

transaksi pembelian apartemen bisa terjangkau oleh masyarakat dari berbagai 

tingkat pendapatan. Oleh karenanya tingkat penjualan dari hunian dengan 

sistem pre project selling tergolong tinggi.  

Namun para calon konsumen juga harus berhati-hati dan teliti sebelum 

memutuskan untuk membeli hunian apartemen dengan sistem pre project 

selling, karena sudah terdapat banyak kasus yang terjadi terkait dengan sistem 

penjualan ini. Contohnya seperti kasus Apartemen Lenteng Agung City 

(Untuk selanjutnya disebut LA City-Penulis) di Jakarta Selatan dan kasus 

Apartemen K2 Park di Tangerang.  

                                                             

7Triyanto, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pendahuluan 

Dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Yang Dipasarkan Dengan Cara Pre Project 

Selling”,Res Judicata, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, Hal 57-69, Juni, Pontianak: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah.. 
8 Purbandari, Op. Cit., Hal.12. 



 

Kasus Apartemen LA City terjadi antara Kurniawansyah M., S.T., 

M.M., sebagai konsumen dengan PT Spekta Property Indonesia sebagai 

developer termuat dalam putusan nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan 

nomor 91/PDT/2018/PT.DKI. Kasus ini bermula saat konsumen memutuskan 

untuk membeli salah satu unit Apartemen LA City yang dibangun developer 

di Jalan Raya Lenteng Agung Timur No 39, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada 

tanggal 06 Juli 2013 kedua pihak menandatangani Perjanjian Pendahuluan 

Jual Beli (selanjutnya disingkat PPJB-Penulis) dengan nomor 

400/PPJB/LACITY/VII/2013 sebagai bentuk kesepakatan atas pembelian unit 

apartemen dengan harga jual Rp.269.511.482,-. Konsumen telah 

melaksanakan kewajiban pembayaran, kecuali pelunasan yang akan 

diselesaikan saat terjadi serah terima unit pada 30 Desember 20139. Namun 

pada tanggal tersebut, serah terima tidak terjadi 

Kedua pihak telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk 

menyelesaikan masalah ini, namun hingga pertemuan terakhir tidak ada kata 

sepakat diantara mereka10 sehingga konsumen mengajukan gugatan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan nomor 

224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2017. Dalam gugatan tersebut 

konsumen mengajukan ganti rugi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan 

oleh developer serta menuntut penggantian kerugian materil dan imateril yang 

diderita oleh konsumen dengan nilai total sebesar Rp.679.384.666,- (Enam 

                                                             

9Kurniawansyah M., S.T., M.M., vs. PT. Spekta Properti Indonesia,  No.  

224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 31 Oktober 2017,  Hal.1-2. 
10 Berdasarkan kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat,  Ibid, Hal.16-17. 



 

Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu 

Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)11. 

Developer memberikan tanggapan atas gugatan tersebut, dimana 

developer menjelaskan penyebab dari keterlambatan pembangunan 

disebabkan karena kondisi force majeure (keadaan memaksa) yang dialami 

oleh developer sesuai dengan ketentuan pasal 20 PPJB No. 

400/PPJB/LACITY/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013. Alasan developer tidak 

bisa menyelesaikan tepat waktu karena adanya perubahan izin lantai yang 

semula 24 lantai menjadi 17 lantai, perubahan Peraturan Ketahanan Gempa 

dari SNI 2002 menjadi SNI 2012 serta terlibatnya developer dalam gugatan 

pada Pengadilan Tata Usaha Nomor 218/G/2013/PTUN-JKT. Dalam gugatan 

tersebut yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas 

Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta (untuk selanjutnya disebut DKI Jakarta-Penulis) Nomor; 

9605/IMB/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan 

(untuk selanjutnya disebut IMB-Penulis) kepada PT. Spekta Properti 

Indonesia sehingga telah menarik developer sebagai Tergugat II Intervensi 

dalam perkara tersebut12. 

Selain itu menurut developer gugatan konsumen tidak bisa diterima 

karena gugatan tidak jelas dan kabur akibat dari penggabungan gugatan 

perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi. Dalam Pasal 1236 

                                                             

11 Kurniawansyah M., S.T., M.M., vs. PT. Spekta Properti Indonesia,  Op. Cit., Hal.5-6. 
12 Ibid., Hal. 10-12. 



 

dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH 

Perdata-Penulis) diatur terkait jenis ganti rugi yang dapat dituntut dalam 

gugatan wanprestasi, yaitu berupa kerugian yang dialami, keuntungan yang 

akan diperoleh, dan bunga. Sedangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang 

menjadi dasar hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum, tidak 

disebutkan bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian yang 

dapat dituntut dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah kerugian 

materil dan kerugian imateril. Hal inilah yang menjadi alasan gugatan 

konsumen dianggap kabur dan tidak jelas oleh developer karena konsumen 

menuntut ganti rugi dari gugatan wanprestasi serta kerugian materil dan 

imateril dari gugatan perbuatan melawan hukum13. 

Dari gugatan yang diajukan konsumen, majelis hakim menolak eksepsi 

Tergugat (developer) seluruhnya dan mengabulkan sebagian gugatan 

Pengugat, dimana Tergugat harus membayar uang ganti rugi sebesar 

Rp.578.604.207,-. (Lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat ribu 

dua ratus tujuh rupiah)14.  Developer yang tidak puas dengan putusan sidang 

tersebut mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan 

putusan nomor 91/PDT/2018/PT.DKI tanggal 23 April 2018. Hasil putusan 

dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta15 menguatkan hasil dari 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga developer tetap dalam 

posisi sebagai pihak yang kalah. 

                                                             

13 Kurniawansyah  M., S.T., M.M., vs. PT. Spekta Properti Indonesia,  Op. Cit., Hal.7-8. 
14 Ibid, Hal. 32-33. 
15 PT. Spekta Properti Indonesia vs. Kurniawansyah M., S.T., M.M.,  No.  

91/PDT/2018/PT.DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 23 April 2018,  Hal. 19. 



 

Kasus Apartemen K2 Park terjadi antara Ketrine Anasthasya sebagai 

konsumen dengan PT Prioritas Gading Indonesia sebagai developer termuat 

dalam putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus ini 

bermula saat konsumen membeli 1 (satu) unit apartemen K2 Park yang 

tertuang dalam surat pemesanan K2 Park tanggal 18 Maret 2015 dan PPJB 

Nomor 261-A/PPJB-PGI/K2P/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015. Dalam 

pembelian tersebut konsumen sudah membayar lunas sebesar Rp. 

617.650.000 (Enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). 

Namun sejak ditandatangani PPJB hingga diajukan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut PKPU-Penulis) ini, 

developer sama sekali belum melakukan pembangunan apartemen, sehingga 

developer dianggap telah melanggar Pasal 43 ayat 2 huruf d Undang-Undang 

(untuk selanjutnya disebut UU-Penulis) Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun mengenai syarat pembuatan PPJB yang salah satunya terkait 

dengan adanya keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen)16. 

Konsumen menyatakan bahwa PPJB yang dibuat menjadi tidak halal 

dan menjadi batal demi hukum karena adanya pelanggaran pada pasal 43 

diatas. Konsumen juga menuntut pengembalian uang yang telah dibayar lunas 

ditambah bunga sebesar 3% dari harga bangunan sesuai dengan ketentuan 

pasal 4 ayat 2 PPJB. Konsumen telah berulang kali mengingatkan developer 

                                                             

16 Ketrine Anasthasya vs. PT. Prioritas Gading Indonesia,  No.  66/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 28 Juni 

2018,  Hal. 2-3. 



 

untuk membayar kewajibannya namun sampai dengan jangka waktu yang 

diberikan developer belum juga membayar kewajibannya17. 

Konsumen mengajukan permohonan PKPU terhadap developer agar 

memungkinkan developer mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada konsumen. 

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, konsumen memohon agar dapat 

diberikan putusan-putusan seperti mengabulkan permohonan PKPU yang 

diajukan, menyatakan developer dalam keadaan PKPU sementara, menunjuk 

hakim pengawas untuk mengawasi proses PKPU developer, menunjuk dan 

mengangkat Sutanto, S.H., M.H., sebagai kurator dan pengurus, dan 

sebagainya18.  

Atas permohonan konsumen tersebut, pada tanggal 07 Juni 2018 

developer mengajukan tanggapan sebagai berikut19: 

- Surat kuasa termohon dalam permohonan a quo cacat formil;  karena 

dalam surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2018 dari pemohon kepada 

kuasa hukumnya tidak mencantumkan secara jelas terkait total utang serta 

dasar/sumber utang yang menjadi objek perkara. Selain itu dalam surat 

kuasa tidak dijelaskan apakah utang yang menjadi dasar permohonan a 

quo adalah utang yang lahir dari perjanjian ataukah dari ketentuan 

perundang-undangan. Oleh karena itu PPJB sebagai sumber adanya utang 

juga harus dijelaskan dalam surat kuasa. 
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18 Ibid., Hal. 5-7. 
19 Ibid., Hal 8-11. 



 

- Permohonan a quo prematur; karena tanggal penyelesaian pembangunan 

belum jatuh tempo (Desember 2018). Selain itu sebelumnya sudah pernah 

diajukan permohonan yang sama dipengadilan ini oleh pemohon lain 

dengan hasil putusan ditolak.  

- Permohonan a quo kabur dan tidak jelas; karena adanya pertentangan 

antara permohonan yang diajukan konsumen, dimana konsumen 

memohon agar PPJB yang dibuat dibatalkan demi hukum karena telah 

melanggar pasal 43 UU Rumah Susun, namun konsumen menagih 

pelunasan utang yang timbul akibat dari tidak dibangunnya unit 

apartemen yang telah disepakati dalam ketentuan PPJB. Selain itu 

pengertian utang yang dimaksud juga tidak jelas apakah utang tersebut 

timbul akibat dari tidak dibangunnya apartemen (wanprestasi) atau karena 

PPJB batal demi hukum (utang karena putusan pengadilan, arbiter atau 

arbitrase). 

Dalam pokok perkara developer menyangkal dalil-dalil merugikan yang 

dikemukakan oleh konsumen. Dalam pertimbangannya Majelis hakim 

memutuskan untuk menolak permohonan konsumen dan menghukum 

konsumen untuk membayar ongkos perkara karena konsumen tidak dapat 

membuktikan debitor memiliki lebih dari satu kreditor sebagaimana syarat 

dari pengajuan permohonan PKPU20. 

Dalam Pasal 222 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU sebenarnya tidak disyaratkan secara tegas bahwa apabila PKPU 
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diajukan oleh kreditur harus dipenuhi syarat bahwa debitur harus memiliki 

lebih dari satu kreditur, yaitu seperti halnya apabila PKPU tersebut diajukan 

oleh debitur. Namun secara tersirat harus dianggap bahwa syarat debitur 

harus mempunyai lebih dari satu kreditur harus dipenuhi pula apabila PKPU 

diajukan oleh kreditur21. Oleh karena itu hal inilah yang menjadi alasan 

permohonan konsumen ditolak. 

Jika dilihat dari kasus Apartemen LA City, terlihat bahwa konflik 

antara konsumen dan developer terjadi karena pembangunan yang dilakukan 

developer terhambat akibat dari perubahan aturan yang ada seperti peraturan 

ketahanan gempa serta izin lantai dari 24 lantai menjadi 17 lantai. Selain itu 

developer juga terlibat gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Nomor 

218/G/2013/PTUN-JKT sebagai Tergugat II Intervensi. Menurut developer, 

hal-hal tersebut merupakan peristiwa force majeure (overmacht) yang berada 

diluar kendali developer sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran 

terhadap hak-hak pembeli oleh developer dan telah sesuai  dengan ketentuan 

Pasal 20 PPJB No. 400/PPJB/LACITY/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013 yang 

mengikat kedua belah pihak. 

Sedangkan untuk kasus Apartemen K2 Park, konflik awal terjadi karena 

developer sama sekali belum melakukan pembangunan apartemen sehingga 

konsumen merasa dirugikan dan menuntut pengembalian dana serta bunga 

atas dana yang telah dibayarkan. Developer menolak argumen konsumen 
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karena waktu penyerahan apartemen jatuh temponya pada Desember 2018 

sehingga developer masih memiliki waktu untuk menyelesaikan 

kewajibannya. Selain itu konsumen juga tidak bisa membuktikan adanya 

kreditur lain sehingga permohonan pengajuan PKPU terhadap developer 

ditolak. 

Dari kedua putusan diatas terlihat bahwa belum ada aturan khusus yang 

mengatur tentang sistem pre project selling di Indonesia. Belum adanya 

aturan khusus ini menimbulkan kekosongan norma yang menyebabkan kasus 

antara developer dan konsumen semakin banyak terjadi. Sebagai contoh dapat 

kita lihat dalam putusan antara Ketrine Anasthasya sebagai konsumen dengan 

PT Prioritas Gading Indonesia yang membangun apartemen K2 Park. Dalam 

putusan tersebut dijelaskan bahwa developer sama sekali belum melakukan 

pembangunan, padahal waktu serah terima unit apartemen hampir jatuh 

tempo. Perbuatan developer tersebut sangat merugikan konsumen, namun 

karena belum ada aturan yang mengatur tentang kewajiban pemenuhan 

progress pembangunan menyebabkan konsumen sulit mengupayakan 

tindakan hukum atas perbuatan developer. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, 

maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut terkait hal ini dengan 

judul “Perlindungan Hukum Developer dan Konsumen Rumah Susun 

dalam Perjanjian dengan Sistem Pre Project Selling di Indonesia 

(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No.91/PDT/2018/PT.DKI dan 



 

Putusan Pengadilan Niaga No.66/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan 

yang diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan perjanjian pre project selling di Indonesia? 

2. Bagaimana tanggung jawab developer terhadap konsumen rumah susun 

dengan sistem Pre Project Selling di Indonesia berdasarkan Analisis 

Putusan Pengadilan Tinggi No 91/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan 

Pengadilan Niaga No.66/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst? 

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap developer dan konsumen 

rumah susun yang tertuang dalam Pre Project Selling di Indonesia 

berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No 91/PDT/2018/PT.DKI 

dan Putusan Pengadilan Niaga No.66/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga. 

Jkt.Pst? 

4. Bagaimana pengaturan pre project selling di masa mendatang? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dari 

penelitian dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan pengaturan perjanjian pre project selling di Indonesia. 



 

b. Untuk menjelaskan tanggung jawab developer terhadap konsumen rumah 

susun yang tertuang dalam perjanjian dengan sistem pre project selling di 

Indonesia berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No 

91/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Niaga No.66/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

c. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap developer dan 

konsumen  rumah susun yang tertuang dalam perjanjian pre project 

selling di Indonesia berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No 

91/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Niaga No.66/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst. 

d. Untuk menawarkan alternatif terkait pengaturan pre project selling di 

masa mendatang. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas, maka dapat diuraikan manfaat 

penelitiannya antara lain sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis  

Secara teoritis bermanfaat untuk: 

1. Pengembangan ilmu hukum perdata terkait dengan perjanjian, 

perlindungan hukum dan peraturan properti, terutama dengan sistem 

pre project selling di Indonesia. 

2. Referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan isu hukum 

serupa. 



 

3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi 

hukum. 

b. Secara Praktis  

Secara praktis bermanfaat untuk: 

1. Pembuat Aturan atau UU ; sebagai bahan masukan untuk membuat 

bahan hukum baru atau merevisi bahan hukum yang telah ada. 

2. Developer; sebagai dasar kepastian hukum agar dapat menjalankan 

kegiatan pembangunan dan penjualan rumah susun, terutama 

apartemen sesuai dengan peraturan yang ada. 

3. Konsumen ; sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk 

membeli unit rumah susun seperti apartemen dengan sistem penjualan 

pre project selling. 

4. Masyarakat ; sebagai informasi dan pengetahuan terkait dengan 

perlindungan hukum konsumen rumah susun dengan sistem pre 

project selling. 

 

D. KERANGKA BERFIKIR 

Secara ideal, keadilan adalah hal yang harus dicapai dalam hubungan 

antara dua pihak untuk menghindari ketidakpuasan dari salah satu pihak yang 

dapat berujung pada konflik. Untuk memastikan agar keadilan ini dapat 

terwujud, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk pengaturan hukum yang 

jelas dan menguntungkan kedua belah pihak. Guna mengantisipasi resiko 

pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka perlindungan hukum 



 

diperlukan untuk melindungi hak dari pihak yang dirugikan dan pihak yang 

melanggar harus bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang telah 

dilakukannya. 

Dilatarbelakangi oleh kerangka berfikir diatas, maka teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Grand Theory: Teori Keadilan 

Grand Theory adalah teori yang mendasari teori-teori (Middle Range 

Theory dan Applied Theory) yang akan digunakan dalam penelitian.22.Grand 

Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan. Teori ini 

digunakan untuk mewujudkan keadilan bagi konsumen yang diwujudkan 

dalam bentuk pengaturan hukum sistem pre project selling yang baik, 

Pengaturan tersebut mencakup aturan dalam perjanjian, perlindungan hukum 

bagi developer dan konsumen rumah susun serta tanggung jawab developer 

terhadap konsumen rumah susun dalam perjanjian dengan sistem pre project 

selling berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

serta peraturan-peraturan lainnya. 

Keadilan menurut Upianus digambarkan sebagai “justitia est constans 

et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” (keadilan adalah kehendak 

yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang 

menjadi haknya) atau “tribuere cuique suum”-“to give everybody his own”, 

memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Pengertian ini 
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diambil alih oleh Justinianus dalam Corpus Iuris Civilis: Juris praecepta sunt 

haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, bahwa 

peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup dengan 

patut, tak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang 

menjadi bagiannya.23 

John Rawls membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurut 

Rawls, suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan 

kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar 

merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional 

dan sederajat. Hanya dengan pendekatan kontrak sebuah teori keadilan 

mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban 

secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya secara tegas Rawls menyatakan 

bahwa suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, 

konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus 

dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.24 

2. Middle Range Theory: Teori Kepastian Hukum 

Middle Range Theory adalah teori yang digunakan supaya pembahasan 

menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu Grand Theory.25.Middle Range 

Theory yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. 

Teori ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen 

maupun developer terkait apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam 
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Komersial, Jakarta:Prenada Media Group, hal. 48. 
24Agus Yudha Hernoko, Op. Cit, hal. 55-56. 
25Nardyan Nugroho, Op. Cit., hal.14. 



 

melaksanakan transaksi pembelian rumah susun dengan sistem pre project 

selling. Kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk adanya aturan yang 

mengatur terkait sistem pre project selling secara lengkap dan jelas. 

Diharapkan dengan adanya kepastian hukum dalam sistem pre project 

sellingmaka hak dan kewajiban konsumen maupun developerdapat dijalankan 

dengan baik. 

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori 

kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang 

bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat 

umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau 

dilakukan negara terhadap individu tersebut. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena adanya 

kepastian hukum akan membuat masyarakat menjadi lebih tertib. Hukum 

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban 

masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus 

diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Namun jika terlalu 

menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum 

maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. 26 

3. Applied Theory 
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Applied Theory (teori aplikasi) adalah teori yang akan membahas 

bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (recht beginsel) 

adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan 

(kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan 

hukum itu bersama-sama adalah suatu lembaga hukum.27Applied Theory yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah Teori Perjanjian, Teori 

Perlindungan Hukum dan Teori Tanggung Jawab Hukum. .  

a. Teori Perjanjian 

Teori perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

overmacht (keadaan memaksa). Teori overmacht adalah teori yang mengkaji 

atau menganalisis tentang pembebasan kewajiban berprestasi dari debitur 

kepada kreditor yang disebabkan karena adanya keadaan memaksa.28 

Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai overmacht (keadaan memaksa), 

selain keadaan itu “diluar kekuasaan” pihak berhutang, dan “memaksa”, 

keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak 

dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat, setidaknya resiko tidak 

ditanggung oleh pihak berhutang. Jika pihak berhutang berhasil dalam 

membuktikan adanya keadaan yang demikian, tuntutan pihak berpiutang akan 

ditolak oleh hakim dan pihak berhutang akan bebas dari hukuman, baik 
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berupa hukuman untuk pemenuhan janji, maupun hukuman untuk membayar 

ganti rugi.29 

Teori overmacht terdiri dari 2 jenis, yaitu:30 

1. Teori ketidakmungkinan (on mogelijkeheid), yang mendefinisikan bahwa 

overmacht adalah suatu keadaan dimana tidak mungkin melakukan 

pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Teori ini terbagi menjadi dua jenis 

yaitu ketidakmungkinan absolut atau objektif dan ketidakmungkinan 

relatif atau subjektif. 

2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesingheid van schuld), 

yaitu ajaran yang menyatakan bahwa dengan adanya overmacht maka 

terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan 

sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tidak bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Teori perjanjian digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama 

terkait dengan pengaturan perjanjian pre project selling di Indonesia, seperti 

penjelasan terkait kondisi force majeure (overmacht) dalam sistem pre 

project selling. Selama ini aturan terkait perjanjian masih mengacu pada 

KUH Perdata. 

b. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Teori tanggung jawab hukum (liability) adalah suatu konsep yang 

terkait dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang yang bertanggung 
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jawab secara hukum atas perbuatan tertentu. Dia dapat dikenakan sanksi 

dalam kasus perbuatannya sendiri yang membuat orang bertentangan atau 

berlawanan hukum. Sanksi dikenakan delliquent, karena permuatannya 

sendiri membuat orangtersebut bertanggung jawab. Subjek responsibility dan 

subjek kewajiban hukum adalah sama.31 

Menurut Amad Susilo, khususnya dalam hukum penerbangan terdapat 

tiga teori terkait tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian 

pembayaran ganti kerugian. Ketiga teori tanggung jawab tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1.Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (based on fault 

liability theory). Di Indonesia teori ini dikenal dengan tanggung jawab 

berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 

kepada orang lain. Orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan untuk 

mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya. 

2. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability 

theory). Teori ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung 

jawab sampai tergugat dapat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah. 

3. Teori tanggung jawab mutlak (strict liability theory). Teori ini menyatakan 

bahwa tanggung jawab berlaku tanpa harus membuktikan ada tidaknya unsur 

kesalahan/kelalaian.32 
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Berdasarkan uraian diatas,teori ini digunakan untuk memperoleh 

kepastian terkait bentuk tanggung jawab hukum developer terhadap 

konsumen rumah susun dengan sistem pre project selling di Indonesia, 

khususnya dalam analisis putusan Pengadilan Tinggi No 

91/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Niaga No.66/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst. 

c. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum adalah salah satu teori yang sangat penting 

untuk dikaji, karena kajian teori ini berfokus pada perlindungan hukum yang 

diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran pada teori ini 

adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis 

maupun lemah dari aspek yuridis. 33 

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan 

hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia 

berpendapat bahwa: 

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum 

mempunyai tujuan, Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. 

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat 

yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan 

tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan 

manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum 

bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam 

masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan 

masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.” 34 
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Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah ketiga, terkait dengan bentuk perlindungan 

hukum terhadap developer dan konsumen rumah susun yang tertuang dalam 

Pre Project Selling di Indonesia, khususnya dalam analisis Putusan 

Pengadilan Tinggi No 91/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Niaga 

No.66/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst.  

 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

1. Rumah Susun 

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 

suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 

fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 

terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, benda bersama, dan tanah bersama.35Menurut Herman Hermit, 

rumah susun adalah bangunan bertingkat yang distrukturkan secara 

fungsional dalam arah horizontal dan arah vertikal yang terbagi dalam satuan-

satuan yang masing-masing jelas batas-batasnya, ukuran luasnya, dan dapat 

dihuni dan dimiliki secara terpisah. 36 

Tujuan pembangunan rumah susun antara lain untuk: 

1. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan sehat.  
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2. Mewujudkan pemukiman yang serasi, selaras, dan seimbang. 

3. Meremajakan daerah-daerah kumuh. 

4. Mengoptimalkan sumber daya tanah perkotaan. 

5. Mendorong pemukiman yang berkepadatan penduduk. 

Dalam penelitian ini, jenis rumah susun yang digunakan adalah rumah 

susun komersial. Rumah susun komersial merupakan rumah susun yang 

diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.37 Contoh jenis rumah susun 

komersial yang digunakan dalam penelitian ini adalah apartemen. 

2. Pre Project Selling  

Pre project sellingadalah kegiatan penjualan sebelum proyek dibangun 

dimana properti yang dijual tersebut baru berupa gambar atau konsep. Dalam 

pelaksanaannya di Indonesia dilakukan penyesuaian sehingga ada developer 

proyek yang melaksanakan pre project selling sebelum prasarana dan sarana 

dibangun, tetapi ada juga yang memasarkan setelah sarana dan prasarana 

tersebut telah dibangun. 38 

Secara yuridis formal, pola penjualan rumah susun dengan sistem pre 

project selling tidak dilarang. Dalam ketentuan Pasal UU Rumah Susun pun 

memberikan sarana untuk dilakukannya pemasaran dengan sistem pre project 

selling. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 42 ayat 1 UU Rumah Susun, 

yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran 

sebelum pembangunan rumah susun selesai dilaksanakan. 39 
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Dalam beberapa kasus pre project selling yang pernah diberitakan 

media massa, tidak sedikit yang berujung pada pertikaian fisik maupun 

sengketa hukum. Kini pilihannya terletak pada developer itu sendiri, dengan 

memberikan janji muluk yang berakhir ke pengadilan, atau bisa jadi sebagai 

buronan, atau memberikan ekspektasi lebih kepada konsumen di masa depan 

sehingga dapat memuaskan mereka. 40 

3. Perlindungan Hukum 

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah: 

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hal yang diberikan oleh hukum.”41 

Dalam penelitian ini perlindungan hukum yang dimaksud adalah 

perlindungan sesuai dengan aturan hukum atas hak dan kewajiban yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak yaitu developer dan konsumen. 

Perlindungan hukum yang diteliti akan berfokus pada kedua belah pihak, baik 

developer maupun konsumen. 

4. Perjanjian 

Pengertian perjanjian menurut Subekti merupakan suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut, 

muncullah perikatan, yaitu suatu hubungan yang timbul dari dua pihak yang 
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berjanji. Perjanjian dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 42 

Dalam penelitian ini bentuk perjanjian yang ingin diteliti adalah PPJB 

yang menjadi dasar hukum yang mengikat konsumen dan developer dalam 

transaksi awal penjualan apartemen dengan sistem pre project selling. 

5. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menanggung berarti bersedia 

memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan 

kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.43 

Dalam penelitian ini bentuk tanggung jawab yang ingin diteliti adalah 

bentuk kewajiban developer terhadap konsumen yang telah membeli 

apartemen dengan menggunakan sistem pre project selling. Kewajiban dilihat 

dari awal konsumen setuju untuk melakukan pembelian sampai pada proses 

akhir penyerahan unit kepada konsumen. 

6. Konsumen 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan konsumen adalah individu 

atau kelompok yang telah berkomitmen untuk melakukan pembelian 

apartemen dengan sistem pre project selling. Komitmen disini diwujudkan 
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dalam bentuk pembayaran booking fee dan pembuatan PPJB sebagai bentuk 

pengikatan hak dan tanggung jawab hukum antara developer dan konsumen. 

 

 

7. Developer 

Developer adalah mereka yang memperoleh penghasilan dari 

membangun dan mengembangkan unit-unit properti untuk 

dipasarkan.44Developer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang membangun dan mengembangkan apartemen, dimana dalam 

sistem pemasaran unit apartemen, perusahaan menggunakan sistem pre 

project selling. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, kecuali itu , juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan 
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atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 

bersangkutan.45Jenis penelitian dalam proposal ini adalah penelitian normatif. 

Penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu 

hukum.Penelitian normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, 

teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi.46Jadi peneliti ingin menemukan aturan, prinsip atau doktrin hukum 

terkait dengan perlindungan hukum developer dan konsumen rumah susun 

dalam perjanjian dengan sistem pre project selling di Indonesia. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan untuk 

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.47Pendekatan perundang-undangan adalah 

pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan 

perundang-undangan peneliti tidak hanya melihat kepada bentuk peraturan 

perundang-undangan melainkan juga menelaah materi muatannya, sehingga 

perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya 

undang-undang, landasan filosofis undang-undangdanratio legis dari 

ketentuan undang-undang. Yang perlu ditelaah adalah dasar ontologism, 
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filosofis, dan ratio legis undang-undang bukan bentuk peraturan perundang-

undangan lainnya, karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat 

yang diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan regulasi tidak lain daripada 

pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.48Pendekatan perundangan 

digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang 

mengatur tentang perlindungan hukum developer dan konsumen rumah susun 

dalam perjanjian dengan sistem pre project selling di Indonesia. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) biasanya digunakan 

untuk menguraikan atau menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak 

dari adanya norma kosong. Maksudnya dalam sistem hukum yang sedang 

berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perudang-undangan 

yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.49 

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk 

pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-

pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.Meskipun tidak secara 

eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. 

Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu 

harus memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang ada.50 Pada penelitian ini pendekatan konseptual digunakan 
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untuk memahami pandangan serta doktrin yang terkait dengan perlindungan 

hukum developer dan konsumen rumah susun dalam perjanjian dengan sistem 

pre project selling di Indonesia. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus (case approach) bisa digunakan pada penelitian yang 

dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis (akademisi). 

Kalangan praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-

putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan 

dalam perkara konkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu bisa 

menjadi penelitian akademis jika dalam melakukan pengkajian terhadap 

putusan-putusan pengadilan digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, 

asas hukum, konsep hukum dan adagium hukum.51 

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh 

peneliti adalah ratio decidendi. Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum 

yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan-putusannya. Menurut 

Goodheart, ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta 

materiel seperti orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan 

tidak terbukti sebaliknya. Untuk dapat memahami fakta materiel perlu 

diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Semakin umum 

rumusan, semakin tinggi daya abstraksinya, begitu pula sebaliknya.52Sebagai 

contoh seperti putusan pengadilan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam 
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putusan-putusan tersebut hakim memperhatikan pernyataan dan bukti yang 

diajukan baik oleh konsumen maupun developer untuk membuat putusan 

yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. 

3. Bahan-Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari 

hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan 

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.53. Adapun bahan-bahan hukum tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autiritatif).54 Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Norma atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila 

2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

4. Undang-Undang yang terdiri dari: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 
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b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun. 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan 

Jual Beli Rumah. 

6. Putusan Pengadilan Negeri No. 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. 

7. Putusan Pengadilan Tinggi No. 91/PDT/2018/PT.DKI. 

8. Putusan Pengadilan Niaga No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari: (a) 

buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan 

hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b)kamus-kamus hukum, 

(c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. 

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. 



 

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada 

peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, 

bahkan sampai menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum 

yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, 

bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berpikir dalam 

menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau 

memberikan pendapat hukum.55 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum 

tersier adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.56 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian 

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.57 

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian 
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Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara 

menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematisasi bahan-bahan hukum 

tersebut, dalam dua tataran sebagai berikut: 

a. Tataran Teknik, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan aturan 

hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun 

landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan 

menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang 

koheren. 

b. Tataran Teologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan 

substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material 

yuridis dalam perspektif teologis, sehingga dengan sistemnya menjadi 

lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teologis sebagai 

patokan sistematisasi internalnya.58 

 

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian 

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis dan 

penafsiran (interpretasi) untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa 

jawaban terhadap permasalahan penelitian.59Dalam penelitian ini, analisis 

bahan penelitianmenggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan 

memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-
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temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan 

bukan kuantitas. 60 Untuk penafsiran (interpretasi) hukum yang digunakan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Penafsiran Gramatikal 

Penafsiran gramatikal adalah cara penjelasan yang paling sederhana 

untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya 

menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Dalam penafsiran ini arti atau 

makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang 

umum. Namun penafsiran menurut bahasa ini juga harus logis sehingga 

hakim tidak terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang.61 

Penafsiran gramatikal dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman atas suatu makna dari teks Pasal yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum developer dan konsumen rumah susun dalam perjanjian 

dengan sistem pre project selling. 

b. Penafsiran Sistematis 

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai 

bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan 

menghubungkannya dengan undang-undang lain. Menafsirkan undang-

undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-

undangan.62 
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Dalam penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan harus 

ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tidak boleh ditafsirkan secara tunggal 

seolah-olah dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, harus selalu diingat 

hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran ini 

dapat menyebabkan kata-kata dalam UU diberi pengertian yang lebih luas 

atau lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal 

yang pertama disebut sebagai penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut 

sebagai penafsiran menyempitkan.63 

Peneliti menggunakan penafsiran ini untuk mengaitkan isu hukum yang 

terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permen Nomor 

11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah 

serta KUH Perdata dengan UU atau ilmu hukum lain yang berkaitan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan isu hukum yang diteliti. 

 

c. Penafsiran Futuristik 

Penafsiran futuristik adalah penafsiran terhadap suatu undang-undang 

yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan.64 Penafsiran ini 

adalah bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk 
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pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan 

perencanaan hukum (legal planning).65 

Penafsiran futuristik ini membantu peneliti untuk melakukan 

pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien, 

sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum tentang 

perlindungan hukum developer dan konsumen rumah susun dalam perjanjian 

dengan sistem pre project selling di Indonesia. 

d. Penafsiran Otentik 

Utrecht berpendapat sebagai berikut: 

“Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran 

tentang arti atau istilah yang digunakannya didalam peraturan 

perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran 

otentik atau tafsiran resmi. Disini hakim tidak diperkenankan 

melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah 

ditentukan pengertiannya didalam Undang-Undang itu sendiri”.66 

 

Penafsiran otentik berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran 

terhadap istilah tekstual otentik yang secara resmi dibuat oleh pembentuk 

undang-undang agar didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan 

penelitian terhadap isu hukum yang diteliti. 

 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 
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Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif. Logika 

berfikir deduktif dapat membantu dalam menarik kesimpulan dari hal-hal 

yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual.67 
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